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TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
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4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4947);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.33/Menhut-II/2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 779);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI.

Pasal 1

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dimaksudkan untuk memberikan arahan/acuan bagi para pelaksana
dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini agar pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pengelolaan DAS dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk
mendapatkan informasi kinerja suatu DAS yang dapat digunakan sebagai
dasar perencanaan pengelolaan DAS.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agutus 2014

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 61 /Menhut-II/2014

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan ekosistem alami
yang utuh dari hulu hingga hilir. DAS bukan hanya sungai tetapi
mencakup wilayah daratan di atas badan sungai yang batasnya di
daratan berupa pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan
daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. Seluruh
daratan terbagi habis dalam DAS dan semua orang hidup di dalam DAS.
Untuk itu DAS perlu dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya serta
wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan
berkelanjutan melalui upaya pengelolaan DAS untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat.

Daerah aliran sungai (DAS) dapat dipandang sebagai sistem alami
yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses biofisik hidrologis
maupun kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang kompleks. Proses-
proses biofisik hidrologis DAS merupakan proses alami sebagai bagian
dari suatu daur hidrologi atau yang dikenal sebagai siklus air. Sedang
kegiatan sosial-ekonomi masyarakat merupakan bentuk intervensi
manusia terhadap sistem alami DAS, seperti pengembangan perkotaan,
pembuatan bangunan air, pengembangan lahan kawasan lindung dan
budidaya. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya tuntutan atas
sumber daya alam (air, tanah, dan hutan) yang menyebabkan
meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan yang membawa akibat
pada perubahan kondisi daya dukung DAS.

Perubahan kondisi daya dukung DAS sebagai dampak
pemanfaatan lahan yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-
kaidah konservasi tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan
erosi dan sedimentasi, penurunan penutupan vegetasi, dan percepatan
degradasi lahan. Hasil akhir perubahan ini tidak hanya berdampak
nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis, penurunan
kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran, namun juga secara sosial
ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin kehilangan
kemampuan untuk berusaha di lahannya dan penurunan kesejahteraan
masyarakat.
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Pengelolaan DAS bertujuan untuk mewujudkan kesadaran,
kemampuan dan partisipasi aktif lembaga terkait dan masyarakat dalam
pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang
produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan
keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu
dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang
Pengelolaan DAS menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan
pengelolaan DAS untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan,
mensinkronisasikan dan mensinergikan pengelolaan DAS dalam rangka
meningkatkan daya dukung DAS. Pengelolaan DAS diselenggarakan
melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan
masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan
pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.

Monitoring berbagai indikator kinerja DAS yang meliputi
komponen biofisik, hidrologis, sosial ekonomi, investasi bangunan dan
pemanfaatan ruang wilayah DAS merupakan upaya mengumpulkan dan
menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan
evaluasi kinerja pengelolaan DAS. Monitoring terhadap indikator
kinerja DAS tersebut dilakukan secara periodik paling sedikit setiap
tahun sekali.

Monitoring dan evaluasi kinerja DAS ini sangat penting untuk
mengetahui apakah tujuan pengelolaan DAS telah tercapai melalui
kegiatan pengelolaan DAS yang telah dilakukan dan selanjutnya dapat
digunakan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan pengelolaan
DAS ke depan. Hasil evaluasi kinerja pengelolaan DAS merupakan
gambaran kondisi daya dukung DAS.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menyediakan
tata cara monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS, maka dipandang
perlu untuk menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
DAS sebagai arahan bagi para pelaksana pengelolaan DAS. Dengan
demikian, kondisi DAS dapat diketahui sedini mungkin sehingga upaya-
upaya pengelolaannya dapat dilakukan secara tepat untuk mencapai
tujuan yang diinginkan.

B. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan acuan
bagi para pelaksana dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.
Sedang tujuannya adalah agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan DAS dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk
mendapatkan informasi kinerja suatu DAS yang dapat digunakan
sebagai dasar perencanaan pengelolaan DAS.


